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ABSTRACT

Oneform oftheIndustrialRevolution4.0thatwecanrecognizeineverydaylifeis
electroniccommerce,namelytheuseofcommunicationnetworksandcomputerstocarryout
businessprocessesthatareagreeduponandcarriedoutbythepartiesandsetforthin
electronicagreements/contracts.Theelectronicagreement/contractiscarriedoutonthebasis
oftrustobtainedbyprovidinglegalrecognitionofelectronicwrittenform intheform ofan
electronicsignature.Ifthereisabrokenpromise/defaultbyoneofthepartiesenteringintoan
electronic agreement/contractwith electronic documentevidence signed with electronic
signatureasevidence,thenitmustbeknowncarefullythestrengthoftheevidenceofelectronic
agreementontheelectronicdocumentandthemethodofsettlingthecivildispute.
Thisstudyaimedtoexamineandanalyzethestrengthoftheevidenceofelectronicagreements
onauthenticdeedsandpatternsofsettlementofcivilcasedisputessubmittedbytheparties
withevidenceintheform ofelectronicagreements.Thestudyusedanormativejuridical
methodwithlegalandconceptualapproachesandprimaryandsecondarysourcesoflegal
material.
From theresultsofthestudyitcanbeconcludedthatthestrengthofproofofelectronic
documentssignedwithelectronicsignaturesiscontrarytothestrengthofproofofauthentic
deedsmadebyorinfrontofpublicofficialsinchargewherethedeedwasmadeorbythe
authorizedpublicofficial.Inaddition,relatedtotherecognitionofelectronicdocumentsinthe
judicialsystem,thereisavoidinprocedurallaw becauseitdoesnotregulateelectronic
documentsasevidencebutratherelectronicdocumentsintheform ofdecisionsorindictments
asappealsforcassationrequestsandreconsideration.

Keywords:ElectronicAgreement,ElectronicSignature,AuthenticDeed,Evidence

PENDAHULUAN

Indonesiamemasukierapemanfaatanteknologiinformasiuntukkepentingan

ekonomiskalabesar.HaliniditegaskanmelaluipidatokenegaraanPresidenRepublik

IndonesiaJokoWidododalam rangkaHariUlangTahunketujuhpuluhtigaProklamasi

KemerdekaanRepublikIndonesiadiGedungParlemen,Jakarta.
48

Dalam pidatotersebut

48

https://www.cnbcindonesia.com/news/20180816114214-4-28906/revolusi-industri-
40-jokowi-indonesia-harus-beradaptasi,tanggalkunjung29Juli2019,(14.00).
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PresidenmenegaskanbahwaNegaraIndonesiaharussiapdanmulaiberbicaratentang

ArtificialIntelligence,InternetofThings,danberbagaikemajuanteknologiyanghampir

setiapdetikselaluberubahdanmunculyangbaru.RevolusiIndustri4.0itusendiri

berkembangdiera2000’anhinggasaatiniyangmerupakanerapenerapanteknologi

modern,antaralainteknologifiber(fibertechnology)dansistem jaringanterintegrasi

(integratednetwork),yangbekerjadisetiapaktivitasekonomidariproduksihingga

konsumsi.KagermanberpendapatbahwamanfaatdariIndustri4.0iniadalahmampu

memenuhikebutuhanpelanggansecaraindividu,prosesrekayasadanbisnismenjadi

dinamis,pengambilankeputusanmenjadilebihoptimal,melahirkanmodelbisnisbaru

dancarabarudalam mengkreasinilaitambah.
49

Denganmanfaatyangada,secara

umum ada lima tantangan besaryang akan dihadapiyaitu aspek pengetahuan,

teknologi,ekonomi,sosial,danpolitik(hukum).Gunamenjawabtantangantersebut,

diperlukan usaha yang besar,terencana dan strategis baik darisisiregulator

(Pemerintah),kalanganakademisimaupunpraktisi.
50

Padatahun1996,TheUnitedNationsCommissiononInternationalTradeLaw

(UNCITRAL)mengeluarkanModelLaw onElectronicCommerce1996danpadatahun

2001mengeluarkanModelLaw onElectronicsignature2001.Dilihatdaribentuknya

peraturan-peraturan secara internasional ini menandakan bahwa masyarakat

internasionalsangatmembutuhkan peraturan yang sesuaidengan perkembangan

teknologi terutama di bidang transaksi-transaksi perdagangan internasional.

Perkembangan perdagangan internasional tidak dapat terlepas dari pengaruh

perkembanganteknologi.Pengaruhtersebutdewasainisemakinnyatadenganlahirnya

e-commercesepertiyangtelahdipaparkandiatas.UNCITRALModelLaw inidibentuk

sebagaiaturandasaruntukmengaturkeabsahan,pengakuan,danakibatdaripesan-

pesanelektronik(electronicmessaging)yangdidasarkanpadapenggunaankomputer

49

http://www.vdinachrichten.com/Technik-Gesselschaft/Industrie-40-Mit-Internet-Dinge-
Weg-4-industriellen-Revolution,tanggalkunjung29juli2019,(15.00).
50

Zhou,K.,TaigangL,danLifeng,Z.,Industry4.0:Towardsfutureindustrialopportunities
andchallenges,12

th

InternationalConferenceonFuzzySystem,USA,2015,h.1.
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padaperdagangan.
51

Setiap orang dapatmemberikan dan mendapatkan informasitentang segala hal,

termasuk juga informasiterhadap penjualan suatu barang atau jasa dengan

menggunakan teknologiinformasiini,dariinformasitersebut,apabila seseorang

tersebuttertarikuntukmemilikisesuatuyang ditawarkanmakaakanterjadisuatu

transaksielektronik.Kedudukansederajatantaraperlindunganhukum,kehandalan,dan

keamanan teknologi informasi akan menciptakan suatu kepercayaan kepada

penggunanya,tanpa kepercayaan initransaksielektronik maupun perdagangan

elektronik tidak akan berkembang. Kepercayaan itu dapat diperoleh dengan

memberikanpengakuanhukum terhadaptulisanberbentukelektronik.Tandatangan

digital(DigitalSignature)adalahsuatutandatanganyangdibuatsecaraelektronikyang

berfungsisamadengantandatanganbiasapadadokumenkertasbiasa.Tandatangan

adalah data yang apabila tidak dipalsukan dapatberfungsiuntuk membenarkan

perbuatanorangyangnamanyaterterapadasuatudokumenyangditandatanganinyaitu.

Dalam artilainpengakuantandatangandalam ranahhukum bahwasuatuaktabaru

dapatdikatakansebagaiaktaotentikjikasuatutulisanitumemangsengajadibuat

untukdijadikanbuktitentangsuatuperistiwayangditandatangani.
52

Berbedadengantransaksidalam dunianyatayangmempergunakankertasataupaper

basedtransaction.Setiapsuratataudokumenyangditerbitkanparapihakataumasing-

masingpihakditandatanganidengantulisantangansendiriolehyangbersangkutan

sesuaidenganketentuanPasal1874KUHPerdata.Dalam paperbasedcontract,tidak

sulit mengindetifikasi identitas penanda tangan, sehingga tidak menimbulkan

permasalahanyangrumitdalam menilaikebenarantandatanganyangtercantum pada

dokumenyangbersangkutan.
53

Tidakdemikianhalnyadalam transaksiduniamaya

melaluiinternet.Tanda tangan yang tercantum berbentuk DigitalSignature atau

51

HualaAdolf,Hukum PerdaganganInternasional,RajaGrafindoPersada,Jakarta,2006,
h.168.
52

Sudikno Mertokusumo,Hukum Acara Perdata Indonesia,Cahaya Atma Pustaka,
Yogyakarta,2013,h.28.
53

M YahyaHarahap,Hukum AcaraPerdataTentangGugatan,Persidangan,Penyitaan,
Pembuktian,danPutusanPengadilan,SinarGrafika,Jakarta,2017,h.637.
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electronicsignature.Yangdimaksuddengantandatanganini,bukandigitizedimageof

handwrittenataubukantandatanganataugambar,tetapiadalahdenganjalanterlebih

dahulumenciptakansuatumessagedigestatauhash,berupadokumenmathematical

summaryyangakandikirimkanmelaluicyberspace.
54

Padatahun2008,diterbitkanUndang-UndangNomor11Tahun2008tentang

InformasidanTransaksiElektronik(selanjutnyadisebutsebagaiUUITE).Berdasarkan

padaPasal18jo.Pasal7jo.Pasal11UUITEtersebutmakakekuatanpembuktian

dokumen elektronik tersebutyang ditandatanganidengan DigitalSignature sama

dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuatoleh pejabatumum yang

berwenang.DipertegaslagimelaluiPeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor82

Tahun2012tentangPenyelenggaraanSistem danTransaksiElektronik(PP PSTE).

AturantersebutdiatasbertentangandenganPasal1ayat(7)Undang-UndangNomor

30Tahun2004tentangJabatanNotaris(UUJabatanNotaris)yangmenyatakanbahwa

AktaNotarisadalahaktaotentikyangdibuatolehataudihadapanNotarismenurut

bentukdantatacarayangditetapkandalam Undang-Undanginisedangkanpengertian

aktaotentikberdasarkanPasal1868KUHPerdatamenyatakanbahwasuatuaktayang

didalam bentukyang ditentukan oleh Undang-Undang,dibuatoleh atau dihadapan

pegawai-pegawaiumum yangberkuasauntukituditempatdimanaaktadibuatnya.

Akibatterjadisuatu pertentangan aturan tersebut,maka apabila salah satu pihak

mengajukangugatandenganalatbuktidokumenelektronikyangditandatanganidengan

tandatanganelektroniksebagalalatbukti,makadidalam menyelesaikansengketadi

Pengadilan,Hakim dituntutuntukberanimelakukanterobosanhukum,karenadiayang

palingberkuasadalam memutuskansuatuperkaradanareaHakim jugayangdapat

memberisuatuvonnisvanderechter,yangtidaklangsungdapatdidasarkanatassuatu

peraturanhukum tertulisatautidaktertulis.

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem

peradilanpertamakalidiketahuimelaluiSuratEdaranMahkamahAgung(SEMA)Nomor

14Tahun2010tentangDokumenElektroniksebagaiKelengkapanPermohonanKasasi

54

Ibid.
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dan Peninjauan Kembali.SEMA inibertujuan untuk meningkatkan efisiensidan

efektivitasprosesminutasiberkasperkarasertamenunjangpelaksanaantransparansi

danakuntabilitassertapelayananpublikpadaMahkamahAgungdanBadanPeradilan

dibawahnya.NamunSEMAinitidaklahmengaturtentangdokumenelektroniksebagai

alatbuktimelainkan dokumen elektronik berupa putusan maupun dakwaan yang

dimasukkanpadacompactdisc,flashdiscdikirim melaluiemailsebagai kelengkapan

permohonankasasidanpeninjauankembali.
55

SEMAinitelahmengalamiperubahanberdasarkanSEMA1Tahun2014tentang

Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai

kelengkapan Permohonan Kasasidan Peninjauan Kembali.Perubahan SEMA ini

dilakukanberkaitandengansistem pemeriksaanberkasdarisistem bergiliranmenjadi

sistem baca bersama yang diarahkan secara elektronik.Dalam butir-butirSEMA

terdapatpenambahan detaildokumen-dokumen yang wajib diserahkan para pihak

berperkarasecaraelektroniktapisekalilagikepentingannyabukandalam kaitannya

sebagaialatbuktielektronik.PerbedaanlainnyadenganSEMAyanglamaialahcara

penyertaandokumenmelaluifiturkomunikasidata(menuupayahukum)padadirektori

putusanMahkamahAgungkarenacaralamamelaluicompactdiscdanpengirimane-

documentmemilikisejumlah kendala diantaranya data tidak terbaca,perangkat

penyimpandatahilangdanlain-lain.Simpulansingkatnya,SEMA tersebutmengakui

dokumenelektronikuntukkelengkapanPermohonanKasasidanPeninjauanKembali,

bukanuntukalatbuktipersidangandanpenyerahandokumenolehpengadilantingkat

pertamadilakukanmelaluifiturkomunikasidatadantidakmelaluiperangkatflashdisc

ataucompactdisckecualidalam keadaankhusus.
56

Disinilahterdapatkekosonganhukum acara,karenakalaudalam praktiknyaada

yangmenyerahkanmelaluicompactdiscatauflashdiscmakasesuaiSEMA1/2014

dijelaskanbahwahaltersebutmenyebabkansejumlahkendalanamunapabiladikirim

melaluie-documentjugabelum diaturtatacarapengirimannya.Tatacarapenyerahan

55

https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen-elektronik-di
-persidangan-perdata,tanggalkunjung31Juli2019,(16.00).
56

Ibid.
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menjadipentingkarenamenyangkutsahatautidaknyaHukum AcaraPerdatayang

diterapkandandalam rangkamemenuhiunsurdijaminkeutuhannyapadaPasal6UU

ITE.Dijaminkeutuhannyaberartitidakdiubah-ubahbentuknyasejakdaridokumen

elektronik tersebutdisahkan.Dalam haldokumen elektronik telah diserahkan di

persidanganmenurutketentuanPasal137HIR mengaturbahwaPihak-pihakdapat

menuntutmelihatsurat-suratketerangan lawannya dan sebaliknya,suratmana

diserahkan kepada Hakim buatkeperluan itu.Dalam menjaga asas keterbukaan

pembuktiandipersidanganmakaketentuan137HIRjugaharusdapatditerapkanpada

dokumen elektronik ketika pihak lawan meminta untuk diperlihatkan.Untuk itu,

diperlukan perangkat teknologi berupa laptop maupun proyektor agar dapat

menampilkanataumemperlihatkandokumenelektronikdaninipuntidakdiatur.
57

Tandatangandigitalsebenarnyadapatmemberikanjaminanterhadapkeamanan

dokumendibandingkandengantandatanganbiasa.Penerimapesanelektronikyang

dibubuhitandatangandigitaldapatmemeriksaapakahpesantersebutbenar-benar

datang daripengirim yang benar dan apakah pesan itu telah diubah setelah

ditandatanganibaiksecarasengajaatautidaksengajadalam halsistem pembayaran

elektronik,alatbuktilainyangdapatdigunakanselaindataelektronikataudigitalberupa

DigitalSignatureuntukdapatdiklasifikasikan.
58

Hanyasaja,apakahhukum acarayang

berlakudiPengadilantelahmengaturhalini?danbagaimanaeksistensitandatangan

elektronikselamainidiIndonesia?

A. Permasalahan

Permasalahanyangdibahasdalam tulisaniniadalahkekuatanpembuktianperjanjian

elektronikpadaaktaotentikdanpenyelesaiansengketaperkaraperdatayangdiajukan

parapihakdenganalatbuktiperjanjianelektronik.

57

Ibid.
58

AbdulHalim BarkatullahdanTeguhPrasetyo,BisnisE-Commerce,PustakaPelajar,
Yogyakarta,2005,h.110.
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B. Pembahasan

1. KonsepPerjanjiandanPerjanjianElektronik

Istilahperjanjianmerupakanterjemahandarikataovereenkomst(Belanda)atau

contract(Inggris),adaduamacam teoriyangmembahastentangpengertianperjanjian,

yaituteorilamadanteoribaru.Menurutteorilama,yangdisebutperjanjianadalah

perbuatanhukum berdasarkankatasepakatuntukmenimbulkanakibathukum.Lalu,

menurutteoribaruyangdikemukakanolehVanantaraduapihakataulebihberdasarkan

katasepakatuntukmenimbulkanakibathukum.
59

MenurutR.Subektiyangdimaksuddenganperjanjianadalahsuatuperistiwadimana

sesorang berjanjikepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji

melaksanakan suatu hal.
60

MenurutWirjono Prodjodikoro,yang dimaksud dengan

perjanjianadalahsuatuperhubunganhukum mengenaihartabendaantaraduapihak,

denganmanasatupihakberjanjiataudianggapberjanjiuntukmelakukansesuatuhal,

sedangpihaklainberhakmenuntutpelaksanaanjanjiitu.

MenurutPasal1313KUHPerdatamenyebutkanbahwa:“Perjanjianadalahsuatu

perbuatandenganmanasatuorangataulebihmengikatkandirinyakepadasatuorang

ataulebihlainnya”.Perjanjiandalam artisempitadalahsuatupersetujuandenganmana

duapihakatau lebih saling mengikatkan diriuntukmelaksanakan suatu halyang

bersifatkebendaan dibidang harta kekayaan.
61

Pasal1313 KUHPerdata mengatur

bahwa :“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkandirinyaterhadapsatuorangataulebihlainnya”

Dalam UUITE,pengertianperjanjian/kontrakelektronikhanyadiberikanbatasan

secara umum.Perjanjian/kontrak elektronik menurutPasal1 angka 17 UU ITE

didefinisikan sebagaiperjanjian para pihakyang dibuatmelaluiSistem Elektronik.

59

Salim HS,Hukum Kontrak:TeoridanTeknikPenyusunanKontrak,SinarGrafika,
Jakarta,h.61.
60

Subekti,AnekaPerjanjian,Intermasa,Bandung,1995,h.1.
61

AbdulkadirMuhammad,2010,Hukum PerdataIndonesia,Bandung,CitraAdityaBakti,
h.290.
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SedangkanyangdimaksuddenganSistem Elektronikadalahserangkaianperangkatdan

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,mengumpulkan,mengolah,

menganalisis,menyimpan,menampilkan,mengumumkan,mengirimkan,dan/atau

menyebarkanInformasiElektronik.InformasiElektroniksebagaimanadimaksuddiatas

adalahsatuatausekumpulandataelektronik,termasuktetapitidakterbataspada

tulisan,suara,gambar,peta,rancangan,foto,electronicdatainterchange(EDI),surat

elektronik(electronicmail),telegram,teleks,telecopyatausejenisnya,huruf,tanda,

angka,kodeakses,simbol,atauperforasiyangtelahdiolahyangmemilikiartiatau

dapatdipahamiolehorangyangmampumemahaminya.

Terkaitdengankeabsahanperjanjian/kontrakelektronikitusendiri,dalam UUITE

hanya dirumuskan secara implisit.Pasal18 ayat(1)UU ITE menyatakan bahwa

TransaksiElektronikyangdituangkankedalam KontrakElektronikmengikatparapihak.

Bilamanadianalisis,rumusanpasalinimerujukpadaargumenbahwaperjanjian/kontrak

elektronik mengikatpara pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya sebuah

undang-undang bilamana transaksi elektronik yang mendahului lahirnya suatu

perjanjian/kontrakelektroniktersebutdibuatsecarasah(menuruthukum)dantelah

dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dikenaldalam

KUHPerdata.

MenurutJulianDing,electroniccommercetransactionadalahtransaksidagangantara

penjualdenganpembeligunapenyediaanbarangdanjasa.Kontrakinidilakukandengan

mediaelektronik(digitalmedium)dimanaparapihaktidakhadirsecarafisik.Medium

initerdapatdidalam jaringanumum dengansistem terbukayaituinternetatauWorld

WideWeb.Transaksiiniterjaditerlepasdaribataswilayahdansyaratnasional.
62

Dilain

sisiBlack’sLawDictionarymengertikane-commercesebagaithepracticeofbuyingand

sellinggoodsandservicesontheinternet.Theshortenedform ofelectronic,has

become a popularprefix forotherterms associated with electronic transaction.

MenurutpengertiandariBlack’sLawDictionarybahwae-commerceadalahpraktekjual

62

JulianDing,E-Commerce:Law&Practice,Malaysia:Sweet&Maxwell,Asia,1999,h.
25.
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belibarangdan/ataujasadenganmenggunakaninternet.Berdasarkandefinisidiatas

dapatdisimpulkan bahwa e-commerce merupakan segala kegiatan bisnis yang

menyangkutkonsumen(consumer),manufaktur(manufacture),serviceprovider,dan

pedagangperantara(intermediaries)denganmenggunakanmediaelektronik.

2. OtentifikasiPerjanjian/KontrakElektronik

Keautentikandanintegritasdatamessagedantandatanganelektroniksangat

pentingdalam e-contract,karenadatamessageinilahyangmenjadilandasanutama

terbentuknyasuatue-contract,baikdalam hubungannyadengankesepakatanmengenai

persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan kontrak (term and conditions)

ataupunyangberkaitandengansubstansikontrakitusendiri.Sejauhinitelahada

beberapa teknikyang ditawarkan dan dianggap cukup mampu untukmemberikan

jaminanbagikeautentikandanintegritassuatudatamessage.Teknikyangdimaksud

adalah teknik kriptografi(cryptography)dan tanda tangan elektronik (electronic

signature).Keduatekniktersebutselamainidianggapsebagaipilarataupenopang

perkembangane-commercedansekaligusdianggaptelahmemungkinkandokumen

elektronikuntukmemilikiposisiyangsamadengandokumen-dokumenberbasiskertas.

Dalam rangka pembuatan suatu perjanjian atau transaksielektronik yang

dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik,maka keabsahan suatu dokumen

elektroniktersebutdidalamnyajugaharusmemuatsebuahtanda-tangandalam bentuk

elektronik,halinisesuaidenganpengaturantentangunsur-unsurterpentingdalam

pembuatanakte,yangdiaturdidalam Pasal1867BW jo.Pasal1874BW,dansyarat

sahnyaperjanjianyangdiaturdidalam Pasal1320BW.Selanjutnya,ditentukanbahwa

sebuahTandaTanganElektronikmemilikikekuatanhukum danakibathukum yangsah

selamamemenuhipersyaratansebagaimanaditentukandalam Pasal11UUITE,yaitu:
63

a.Datapembuatantandatanganelektronikterkaithanyakepadaparapenanda

tangan;

63

Ibid.
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b.Data pada pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses

penandatangananelektronikhanyaberadadalam kuasapenandatangan;

c.Segalaperubahanterhadaptandatanganelektronikyangterjadisetelahwaktu

penandatanganandapatdiketahui;

d.Segala perubahan terhadap InformasiElektronik yang terkaitdengan tanda

tanganelektroniktersetbusetelahwaktupenandatanganandapatdiketahui;

e.Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa

penandatangannya;dan

f.Terdapatcara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah

memberikansuatupersetujuanterhadapinformasielektronikyangterkait.

3. TinjauanHukum AcaraPerdata

Setiap orang tidak boleh bertindak semaunya dan main hakim sendiriuntuk

mempertahankanhakdankewajibansepertiyangtelahdiaturdalam hukum perdata,

melainkanharusberdasarkanapayangsudahdiaturdanditetapkandalam undang-

undang.Apabilapihakyangbersangkutantidakdapatmenyelesaikanmasalahsecara

damai,pihak tersebutdapatmeminta bantuan kepada hakim lewatpengadilan.

Penyelesaiandengancaratersebutdiaturdalam Hukum AcaraPerdata.

Hukum AcaraPerdatadigunakanuntukmenjaminterlaksananyaHukum Perdata.

Hukum Acara Perdata lebih melaksanakan dan mempertahankan atau menegakan

kaidahhukum perdatayangadaataumelindungihakperseorangan,haliniberbeda

denganhukum perdatayanglebihmengaturtentanghakdankewajibanseseorang

terhadapyanglain.MenurutSudiknoMertokosumo,Hukum AcaraPerdataadalah :

“Peraturan hukum yang mengaturbagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum

perdatamateriildenganperantarahakim.Denganperkataanlainhukum acaraperdata

adalahperaturanhukum yangmenentukanbagaimanacaranyamenjaminpelaksanaan

hukum perdatamateriil.LebihkonkritlagidapatlahdikatakanbahwaHukum Acara

Perdatamengaturtentangbagaimanacaranyamengajukantuntutanhak,memeriksa,



AKTAYUDISIAVOL.6NOMOR1

85|UniversitasBorneoTarakan

P-ISSN:2502-2253
E-ISSN:2686-5963

memutusnyadanpelaksanaannyadaripadaputusannya.Tuntutandalam halinitidak

lainadalahtindakanyangbertujuanmemperolehperlindunganhukum yangdiberikan

oleh pengadilanuntukmencegah‘eigenrichting’atautindakan menghakimisendiri.

Tindakanmenghakimisendirimerupakantindakanuntukmelaksanakanhakmenurut

kehendaknyasendiriyangbersifatsewenang-wenang,tanpapersetujuandaripihaklain

yangberkepentingan,sehinggaakanmenimbulkankerugian.Olehkarenaitutindakan

menghakimisendiriitutidakdibenarkandalam halkitahendakmemperjuangkanatau

melaksanakanhakkita.”

SumberHukum AcaraPerdatadalam praktikperadilanadalahsebagaiberikut:

a.HIR(HetHerzieneIndonesiaReglement)diperbaharuiS.1848No.16,S.1941No.44.

HIRseringditerjemahkanmenjadi“ReglemenIndonesiayangdiperbaharui”,yaitu

hukum acaradalam persidanganperkaraperdaramaupunpidanayangberlakudi

pulauJawadanMadura.ReglemeniniberlakudijamanHindiaBelanda,tercantum

diBeritaNegara(Staatblad)Nomor16Tahun1848.BabIXdalam HIRmengatur

Hukum AcaraPerdatayaitu tentang “PerihalMengadiliPerkara dalam Perkara

PerdatayangdiperiksaOlehPengadilanNegeri”

b.RBg (Rechtsreglementvoorde Buitengewesten),S.1927 No.227).RBg sering

diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (diluarJawa Madura),yaitu

hukum acara yang berlaku dipersidangan perkara perdata maupun pidana di

pengadilandiluarJawadanMadura.Ketentunhukum acaraperdataterdapatdalam

BabIIyangterdiridaritujuhtitledanPasal104sampaiPasal323,hanyatitleIVdan

VyangberlakusampaisekarangbagiLandraad(PengadilanNegeri).

c.KitabUndangUndangHukum AcaraPerdata(BurgerlijkWetboek).KUHPerdata

sebenarnyamerupakansuatuaturanhukum yangdibuatolehpemerintahHindia

Belanda yang ditujukan bagikaum golongan warga negara bukan asliEropa,

TionghoadanjugaTimurasing.NamunberdasarkanPasal2aturanperalihanUUD

1945,seluruhperaturanHindia-BelandaberlakubagiwarganegaraIndonesia(asas

konkordasi).BeberapaketentuandariBW padasaatinidiatursecaraterpisahatau

tersendiriolehbeberapaperaturanperundang-undangan.WalaupunKUHPerdata
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merupakankodifikasidarihukum perdatamateriil,namunjugamemuathukum

acaraperdataterutamadalam bukuIVtentangpembuktiandandaluwarsa(Pasal

1865-1993).Selainitujugaterdapatdalam beberapaPasalBukuImisalnyatentang

tempattinggalataudomisili(Pasal17-25),sertaBukuIIdanIII(Pasal533,535,

1244,1365).SelainituHukum AcaraPerdatajugadiaturdalam Undang-Undang

KepailitanStaatblad1906No.348danReglemententangOrganisasiKehakiman

Staatblad(ReglementopdeRechtsterlijkeOrgnisatieinhetbeleidderJustitiein

Indonesia)1847No.23yangmerupakansumberdasarpenerapandalam hukum

acaraperdatadiPengadilan.

d.SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan

Setempat.Pemeriksaansetempatadalahmetodehakim untukmengetahuisecara

jelasdantepatmengenaikeberadaanobjeksengketagugatansebelum Majelis

Hakim membacakanputusan.

e.Yurisprudensimerupakansumberpuladalam hukum acaraperdata.

4. PembuktianPerjanjianElektronik

Pembuktianadalahpenyajianalat-alatbuktiyangsahmenuruthukum olehpara

pihakyangbeperkarakepadahakim dalam suatupersidangan,dengantujuanuntuk

memperkuatkebenaran daliltentang fakta hukum yang menjadipokok sengketa,

sehinggahakim memperolehdasarkepastianuntukmenjatuhkankeputusan.
64

Menurut

M.Yahya Harahap,pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat

memanfaatkanhukum pembuktianuntukmendukungdanmembenarkanhubungan

hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan

hukum yang diperkarakan.Subektiberpendapatbahwa pembuktian adalah suatu

prosesbagaimanaalat-alatbuktidipergunakan,diajukanataudipertahankansesuai

64

BahtiarEffendi,MasdariTasmin,danAChodari,SuratGugatdanHukum Pembuktian
Dalam PerkaraPerdata,CitraAdityaBakti,Bandung,1999,h.50.
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hukum acarayangberlaku.
65

Transaksie-commercemenimbulkanbuktielektronikyangdapatberupainformasi

elektronikataudokumenelektronik.Prosespertukaraninformasimelaluiperangkat

elektronik (e-mail)berupa penawaran daripenjualdan penerimaan daripembeli,

menimbulkan tercapainya suatu kesepakatan (salah satu syaratdalam perikatan

sebagaimana diatur dalam Pasal1320 KUHPerdata) melaluimedia elektronik,

sedangkan persetujuan merupakan salah satu sumber terjadinya perikatan.
66

BerdasarkanketentuanpadaPasal1angka2UUITE,yangdimaksuddengantransaksi

elektronikadalahsuatuperbuatanhukum yangdilakukandanmenggunakankomputer

dan/atau media elektronik lainnya.Dalam rangka melakukan transaksielektronik

tersebut,makaparapihakakanselalumenggunakansuatudokumenelektroniksebagai

landasanbagimerekauntukmelakukanhubunganhukum.

a.Sistem Pembuktian

1)Sistem pembuktianyangmenyandarkandiripadaalatbuktisaja,yangditentukan

olehUndang-undang;

2)Suatu gugatdikabulkan hanya didasarkan pada alat-alatbuktiyang sah,

keyakinanhakim diabaikan;

3)Padapokoknyasuatugugatanyangsudahmemenuhicara-carapembuktiandan

alatbuktiyangsah,gugatanharusdikabulkan;

4)Hakim laksana robotyang menjalankan UU,namun ada baiknya system

pembuktianini,yaknihakim akanberusahamembuktikandalil-dalilgugatanatau

jawabantanpadipengaruhiolehnuraninya,sehinggabenar-benarobjektif,yaitu

menurutUndangundang;

5)Dalam sistem pembuktianpositifyangdicarikebenaranformil.

65

Subekti,Hukum Pembuktian,BalaiPustaka,Jakarta,2015,h.7.
66

RSetiawan,Pokok-PokokHukum Perikatan,BinaCipta,Bandung,1999,h.13.
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b.AlatBuktiDalam PerkaraPerdata

Alatbuktiadalahsegalasesuatuyangolehundang-undangditetapkandapatdipakai

membuktikansesuatu.Alatbuktidisampaikandalam persidanganpemeriksaanperkara

dalam tahappembuktian.Pembuktianadalahupayayangdilakukanparapihakdalam

berperkarauntukmenguatkandanmembuktikandalil-dalilyangdiajukanagardapat

meyakinkan hakim yang memeriksa perkara.Yang harusdibuktikan dalam sidang

adalahsegalasesuatuyangdidalilkandisangkalataudibantaholehpihaklawan.Yang

tidakperludibuktikanadalahsegalasesuatuyangdiakui,dibenarkan,tidakdibantah

pihak lawan,segala sesuatu yang dilihatoleh hakim,dan segala sesuatu yang

merupakankebenaranyangbersifatumum.

Alatbuktiyangsahdandapatdipergunakanuntukpembuktianadalahsebagaiberikut:

1) Buktisurat

2) Buktisaksi

3) Persangkaan

4) Pengakuan

5) Sumpah

5. KonsepPenyelesaianSengketa

Penyelesaian sengketa menurutketentuan peraturan perundang-undangan di

Indonesiamengaturterdapat2(dua)jalurpenyelesaian.Jalurtersebutantaralainjalur

penyelesaianmelaluiproseslitigasidanprosesnonlitigasi.Penyelesaiansengketa

yang dilakukanmelaluiproseslitigasitundukpadaundang-undangyang mengatur

tentanglembagaperadilan.
67

Penyelesaiansengketayangdilakukandilembaga diluar

badanperadilanyangberebntuknonlitigasi,makaharustundukpadaundang-undang

67

DewiNurulMustjtari,PenyelesaianSengketadalam PraktikPerbankanSyariah,ParamaPublishing,
Yogyakarta,2012,h.220.
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yangmengaturtentangarbitrasedanalternatifpenyelesainasengketa.
68

Nonlitigasi

merupakansistem penyelesaiansengketatanpamelaluilembagayudisial(peradilan)

ataudikenaldenganarbitrasedanalternatifpenyelesaiansengketa.
69

6. TandaTanganElektronik

Didalam badanperadilandiIndonesia,dikenalsuatuhukum acarayangfungsinya

mengaturhal-halyangdiselenggarakandidalam prosesperadilan.Didalam halini,

hukum positif(hukum yangberlakusaatini)yangadaadalahHIR(HerzienInlands

Reglement) atau yang dikenaldengan sebutan RIB (Reglemen Indonesia yang

diperBaharui),yaitu undang-undang yang termuatdalam Staatsblaad 1941 No.44.

Mungkinterpikirolehawam,inilahyangseringdidengungkanolehparaahlihukum di

Indonesia,mengenaiprodukhukum Belandayangmasihberlakusampaisekarangini.

Halinibenaradanya,sebagaimanaadanyakekosonganhukum dankeberlakuandari

HIRini,jugahanyadiaturdalam UUDarurat.Kenyataaninilahyangharuskitahadapi

bersama,mengingatsebagaiproduklamamakabesarpulakemungkinandimanakita

hanyamenemuiperaturanhukum yangmengaturmengenaihal-halyangsifatnyatidak

ataubelum uptodate,apalagidalam halinikitamembicarakanmengenaikegiatan

sehubungandengane-commercedenganpenggunaanDigitalSignature,sesuatuyang

barudanbelum terpikirkanolehpembentukundang-undanginipadawaktudibuatnya.

Pengakuan dokumen yang telah ditandatanganidengan menggunakan Digital

Signature,setelahdikeluarkanUndang-UndangNomor11Tahun2008tentangInformasi

DanTransaksiElektronik,makapengakuandokumenelektronikyangditandatangani

dengantandatanganDigitalSignaturetersebut,merupakanperluasandaripembuktian

hukum acaraperdatadiIndonesia,sehinggaseluruhtransaksielektronikdengantanda

tanganelektronikdapatdianggapsebagaiakta,bahkankekuatanpembuktiannyasama

denganaktaotentikyangdibuatolehpejabatyangberwenang.Kecualiyangditentukan

68

HasbiHasan,PemikirandanPerkembanganHukum EkonomiSyariahdiDuniaIslam
Kontemporer,GramataPublishing,Depok,2011,h.133.
69

AmranSuadi,PenyelesaianSengketaEkonomiSyariahTeoridanPraktik,Kencana
PrenadaMediaGrup,Jakarta,2017,h.14.
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padaPasal5ayat(4)Undang-UndangNomor11tahun2008yaituketentuanmengenai

Informasielektronikdan/atauDokumenElektroniksebagaimanadimaksudpadaayat(1)

tidakberlakuuntuk:SuratyangmenurutUndang-Undangharusdibuatdalam bentuk

tertulisdanSuratbesertadokumennyayangmenurutUndang-Undangharusdibuat

dalam bentukaktanotarilatauaktayangdibuatolehpejabatpembuatakta.

7. PerjanjianElektronikDalam PenyelesaianSengketaPerdata

Agardapatdiklasifikasikandalam bentuktertulis,adabeberapacarayangdapat

dilakukan,salahsatunyayanglazim dilakukanadalahmembuatsuatuprintoutcopydari

pesanyangmasihberbentukelektroniktersebut.Masalahnyahanyaterletakpadatidak

adanyasatuperaturanhukum pundiIndonesiayangmengaturmengenaipengubahan

daribentukdataelektronikkebentukprintout.Yang sudahadaaturannyajustru

kebalikannyayaitudaribentuknyatatertuliskebentukdataelektronik,diaturdalam UU

DokumentasiPerusahaanpadaBabIIIPengalihanbentukDokumenPerusahaandan

LegalisasidariPasal12sampaidenganPasal16.Kenapahalinimenjadipentingdan

dikemukakan,karenabilaterjadisuatuperubahanbentukdarisuatudokumenatau

pesan,makaharusdapatdibuktikanbahwaperubahanbentuktersebuttidakmerubah

isidaridokumen/pesanyangdiubahbentuknyaitu.Konsekuensihukumnya,kekuatan

pembuktiandaribentukubahantersebutharussamasesuaikekuatanpembuktiandari

bentukasalnya.

Dalam persidangan,untukdapatmempunyaikekuatanpembuktianyangpenuh,

makaselayaknyadalam mengajukansuatufakta,pihakyangmengajukanfaktatersebut

sudahselayaknyamengajukanalatbuktiSuratAktaOtentik.SuatuDigitalSignature

sudahseharusnyamempunyaikekuatanpembuktianyangsamasebagaimanaSurat

AktaOtentik.Dalam hale-commerce,tidakadaalatbuktilainyangdapatdigunakan

selain data elektronik atau digitalyang ditransmisikan kedua belah pihak yang

melakukan perdagangan.Adapun saksi,persangkaan,pengakuan dan sumpah,

kesemuanyaituadalahtidakmungkindapatdiajukansebagaialatbuktikarenatidak

bisadidapatkandarisuatutransaksie-commerce.
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Biladokumenelektroniktersebutmempunyaidayapembuktianyangsamadengan

aktaotentik,makaUndang-UndangJabatanNotarisNomor30Tahun2004haruslah

direvisi,karenapadaPasal1ayat(7)aktanotarisadalahaktaotentikyangdibuatoleh

ataudihadapanNotarismenurutbentukdantatacarayangditetapkandalam Undang-

Undang ini.Kekuatan pembuktian daridokumen elektroniktersebuthanyalah akta

dibawahtangan,dimanabentukaktadibawahtangandibuatdalam bentukyangtanpa

perantaraatautidakperantaraatautidakdihadapanpejabatumum yangberwenang,

Mempunyaikekuatanpembuktiansepanjangparapihakmengakuinyaatautidakada

penyangkalandarisalahsatupihak.Jikasalahsatupihaktidakmengakuinya,beban

pembuktiandiserahkankepadapihakyangmenyangkalaktatersebut,danpenilaian

penyangkalanatasbuktitersebutdiserahkankepadahakim.

Jenis-jenisalatbuktidiatastidakjauhberbedadenganalatbuktidalam hukum

acaraperdatayangdiaturdalam Pasal1866KitabUndang-UndangHukum Perdata

(KUHPerdata)joPasal164H.I.R/284R.Bgakantetapidalam bunyipasaltersebuttidak

menyinggung tentang alat bukti elektronik. Namun,dalam alat bukti materil

menyinggung alatbuktielektronik tapitidak secara khususnya menyebuttentang

dokumenelektronik.Dokumenelektronikdiaturdalam Undang-UndangNo.11Tahun

2008TentangInformasiDanTransaksiElektronik.Didalam undang-undangtersebut

dokumenelektronikbesertahasilcetaknyasahsebagaialatbuktidalam hukum acara

khususnyaacaraperdataIndonesia.

8. PenyelesaianSengketaOnline

Prosesarbitrase online khususnyadalam penyelesaiansengketa e-commerce yang

dilakukanantara businesstoconsumer (B2C),pilihanhukum yangdigunakanadalah

berdasarkanhukum nasionaldarisipelakubisnis,karenakonsumenhanyamemiliki

pilihan menerima klausula baku arbitrase yang tersedia atau tidak melakukan e-

commercesamasekali(takeitorleaveit).Halinidipengaruhihukum positifyang

mengatur Internet di negara tersebut, sehingga di pengaturan mengenai e-

commerce mengikuti hukum yang mengatur tentang koneksi e-commerce dalam
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hubunganInternetnya.Dengandemikianprosesarbitraseakanmenggunakanpilihan

hukum dimanamediaInternetyangmenjalankan e-commerce berada.

Dalam Undang-undangNomor30Tahun1999Pasal4ayat(3)yangdinyatakan

bahwa:Dalam haldisepakatipenyelesaiansengketamelaluiarbitraseterjadidalam

bentuk pertukaran surat,maka pengiriman teleks,telegram,faksimili,e-mail atau

dalam bentuk sarana komunikasilainnya,wajib disertaidengan suatu catatan

penerimaanolehparapihak.

C. Penutup

Kesimpulan

a.Kekuatan pembuktian perjanjian elektronik pada akta otentik merupakan

perluasandaripembuktianhukum acaraperdatadiIndonesiasehinggaseluruh

transaksielektronikdengantandatanganelektronikdapatdianggapsebagaiakta,

bahkankekuatanpembuktiannyasamadenganaktaotentikyang dibuatoleh

pejabatyangberwenang.Jadiapabilakitahendakmengajukansuatutandatangan

elektroniksebagaisesuatuyangdi-attachpadasuatupesanuntukmenjadikannya

berkekuatan hukum yang sama dengan surat akta otentik, maka ada

permasalahanyangharusdipecahkan.Pertama,aspektertulis.Kedua,dibuatoleh

ataudihadapanpejabatnegarayangberwenangataupegawaiumum.

b.Penyelesaiansengketaperkaraperdatayangdiajukanparapihakdenganalatbukti

perjanjianelektronikdapatdilakukanmelaluiproseslitigasidannonlitigasi.Untuk

dapatmempunyaikekuatanpembuktianyang penuh,makaselayaknyadalam

mengajukansuatufakta,pihakyangmengajukanfaktatersebutsudahselayaknya

mengajukanalatbuktisurataktaotentik.Suatutandatanganelektroniksudah

seharusnyamempunyaikekuatanpembuktianyangsamasebagaimanasuratakta

otentik.
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Saran

a.Hukum Acarayangadadanberlakusekarang(hukum acarapositif)dalam halini

perlu ditinjau ulang untuk adanya kemungkinan dilakukannya suatu revisi,

mengingatadanyakebutuhanyangmendesakini.Masalahperjanjianelektronik

sudah adadidepan mata dan adanya kemungkinan munculnya suatu kasus

perselisihan/dispute. Yang perlu dilakukan dalam waktu singkat adalah

memberikansuatupemahamankepadaseluruhmasyarakatkhususnyakepada

parapelakuhukum mengenaipermasalahanpembuktianyangmungkintimbul

tersebutdanrevisihukum acarapositifsebagaitujuanjangkapanjangtentusaja

membutuhkanwaktuyangtidaksingkatkarenamembutuhkanperumusanterlebih

dulu,belum termasuktahapanpembentukanundang-undangdibadanlegislatif.

b.Dalam halperjanjianelektronik,tidakadaalatbuktilainyangdapatdigunakan

selaindataelektronikataudigitalyangditransmisikankeduabelahpihak,maka

didalam menyelesaikan sengketa dipengadilan,Hakim dituntutuntuk berani

melakukan terobosan hukum, karena dia yang paling berkuasa dalam

memutuskansuatuperkaradanareaHakim jugayangdapatmemberisuatu

vonnisvanderechter,yangtidaklangsungdapatdidasarkanatassuatuperaturan

hukum tertulisatautidaktertulis.
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